SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2025

Menimbang

Mengingat

TENTANG PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

: a. bahwa Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah ditetapkan
dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 8 Tahun 2025;

bahwa guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi
serta tertib administrasi pelaksanaan Perjalanan
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, maka Peraturan Gubernur
Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2025
tentang Perjalanan Dinas perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025
tentang Perjalanan Dinas;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID 19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan



10.

11.

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan = Peraturan  Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonseia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonseia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Pengaturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 4614, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 127);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik



Menetapkan

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di
Lingkungan Kementerian Dalam  Negeri dan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2020 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur
Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2025
tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 Nomor 5 Seri
E) diubah sebagai berikut :

. Ketentuan Pasal 6 ayat 4 diubah, sehingga Pasal 6
berbunyi sebagai berikut :



(1)

(2)

Bagian Keempat

Prosedur dan Tata Cara
Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Pasal 6

Dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Pelaksana
Perjalanan Dinas harus mendapat persetujuan/
perintah  atasan dalam bentuk ST yang
ditindaklanjuti dengan penerbitan SPPD oleh
pejabat yang berwenang.

Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan
SPPD untuk Perjalanan Dinas yang dibebankan
pada anggaran yang tersedia pada PD/Unit Kerja di
lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan ST dan
SPPD, sekaligus menetapkan alat transport yang
digunakan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas dengan
memperhatikan kepentingan serta tujuan
perjalanan dinas tersebut.

Pejabat yang berwenang menandatangani ST dan
SPPD adalah sebagai berikut:

a. Gubernur dan Wakil Gubernur ST
ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil
Gubernur dengan terlebih dahulu mendapat
persetujuan dari Gubernur dan untuk SPPD
ditandatangani oleh Kepala Biro Umum
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini;

b. Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota
DPRD untuk ST ditandatangani oleh Ketua
DPRD atau Wakil Ketua DPRD dan untuk SPPD
ditandatangani oleh Sekretaris DPRD
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini;

c. bagi Pejabat Eselon I di Lingkungan Pemerintah
Provinsi ST ditandatangani oleh Gubernur/Wakil
Gubernur atau Sekretaris Daerah dengan
terlebih dahulu mendapat persetujuan dari
Gubernur dan untuk SPPD ditandatangani oleh
Kepala Biro Umum sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

d. bagi Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah
Provinsi ST ditandatangani oleh Sekretaris
Daerah atau yang mewakili Sekretaris Daerah
dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan
dari Gubernur serta berkoordinasi melalui
Asisten Sekretaris Daerah yang mengoordinir PD
tersebut dan untuk SPPD ditandatangani oleh



Kepala PD masing-masing sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini;

bagi Pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat
Daerah Pemerintah Provinsi ST ditandatangani
oleh Sekretaris Daerah atau yang mewakili
Sekretaris Daerah dengan terlebih dahulu
mendapat persetujuan dari Gubernur serta
berkoordinasi melalui Asisten Sekretaris Daerah
yang mengoordinir PD tersebut dan untuk SPPD
ditandatangani oleh Kepala Biro sebagai kuasa
pengguna anggaran sebagaimana tercantum
dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon 1V,
Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat
Fungsional Umum di lingkungan Pemerintah
Provinsi ST dan SPPD ditandatangani oleh
Kepala PD sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon 1V,
Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat Fungsional
Umum, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja dan Petugas/Pegawai Tidak Tetap yang
melaksanakan perjalanan dinas dengan
menggunakan anggaran Biro Umum Sekretariat
Daerah, untuk ST perjalanan dinas dalam
daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah ST
ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah
yang mengkoordinir masing-masing unit kerja
dan untuk SPPD ditandatangani oleh Kepala
Biro Umum sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

bagi Masyarakat Non PNS dan Petugas/Pegawai
Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi
ST dan SPPD ditandatangani oleh Kepala PD
dan/atau Kepala Unit Kerja yang menugaskan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan  Gubernur ini;

bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV,
Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat Fungsional
Umum, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja, Petugas/Pegawai Tidak Tetap dan
Masyarakat Non PNS yang melakukan
perjalanan dinas menggunakan anggaran
kegiatan pada PD dan/atau Unit Kerja, ST dan
SPPD ditandatangani oleh Kepala PD dan/atau
Kepala Unit Kerja  yang menugaskan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini;



bagi Kepala Cabang Dinas, Pejabat Eselon IV,
Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat Fungsional
Umum, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja dan Petugas/Pegawai Tidak Tetap yang
melakukan perjalanan dinas menggunakan
anggaran kegiatan pada Cabang Dinas, ST dan
SPPD ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas
yang menugaskan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

bagi Kepala Badan Penghubung, Pejabat Eselon
IV, Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat
Fungsional Umum, Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja dan Petugas/Pegawai Tidak
Tetap di Badan Penghubung ST dan SPPD
ditandatangani oleh Kepala Badan Penghubung
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini;

bagi Perwira Tinggi TNI/POLRI dan Pejabat
lainnya yang setara ST ditandatangani oleh
Gubernur atau Wakil Gubernur dan untuk SPPD
ditandatangani oleh Kepala PD dan/atau Kepala
Unit Kerja yang menugaskan sesuai dengan
format dalam Lampiran IX;

. bagi Perwira Menengah, Perwira Pertama,
Bintara, Tamtama TNI/POLRI atau
petugas/pegawai yang setara dari
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat
Daerah Pemerintah Daerah selain Pemerintah
Daerah Provinsi/Instansi yang melaksanakan
perjalanan dinas dengan  menggunakan
anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah, untuk
ST perjalanan dinas luar kota (dalam satu
provinsi) ditandatangani oleh Kepala Biro Umum
sedangkan untuk perjalanan dinas luar kota
(lintas provinsi) ST ditandatangani oleh Asisten
Sekretaris Daerah yang mengoordinir masing-
masing unit kerja dan untuk  SPPD
ditandatangani oleh Kepala Biro Umum sesuai
dengan format dalam Lampiran VII; atau

bagi Perwira Menengah, Perwira Pertama,
Bintara, Tamtama TNI/POLRI atau
petugas/pegawai yang setara dari
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat
Daerah Pemerintah Daerah selain Pemerintah
Daerah Provinsi/Instansi yang melakukan
perjalanan dinas menggunakan anggaran
kegiatan pada PD dan/atau Unit Kerja, ST dan
SPPD ditandatangani oleh Kepala PD dan/atau
Kepala Unit Kerja yang menugaskan sesuai
dengan format dalam Lampiran IX.



(5) Dalam hal pejabat yang berwenang menandatangani
ST sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f
sampai dengan huruf n berhalangan, maka
penandatanganan ST dapat dilakukan oleh pejabat
yang mewalkili.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 1 Juli 2025

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

HIDAYAT ARSANI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 1 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

FERY AFRIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025

NOMOR 10 SERI E



